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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota adalah tata ruang di atas permukaan (datar) dengan batas – batas wilayah 

administrasi yang telah ditetapkan di mana terjadi konsentrasi (pemusatan) 

penduduk di dalamnya beserta berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Kota 

merupakan suatu tata ruang pemukiman berpenduduk dengan jumlah yang banyak 

diatas lahan perkotaan yeng terbatas, yang pada umumnya bersifat nonagraris. Kota 

umumnya terletak dilokasi yang strategis, dimana sesuai dengan fungsinya sebagai 

mata dan telinga dalam pengembangan wilayah. (Muta’ali dan Nugroho, 2016).  

Kota akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang 

menyangkut berbagai aspek seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, dan utamanya 

fisik. Perkembangan yang dapat dilihat nyata tentu dari adanya perubahan fisik kota 

yang berkaitan dengan penggunaan lahan perkotaan terbangun. Conzen (1960) 

dalam teorinya tentang perkembangan kota, mengembangkan dua konsep untuk 

town plan analysis yang menekankan pada analisis proses, yaitu: (1) the burgage 

cycle concept (konsep siklus per plot) dimana tiap plot yang ada ditelusuri 

perkembanganya melalui tahap – tahap mulai dibangun gedung, mulai penuh 

dengan gedung, tak memungkinkan dibangun gedung, dan tahap kemerosotan. (2) 

the fixation line concept (konsep pengenalan batas – batas karakteristik zona) 

dimana daerah terbangun merupakan garis yang jelas untuk mengamati bagaimana 

percepatan perembetan kota ke arah luar.  

Kota Surakarta yang menjadi bagian dari kerjasama antar daerah utamanya 

dalam hal ekonomi yang dikenal dengan istilah “subosukowonosraten” menjadikan 

kota ini sebagai salah satu kota yang tentu memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. 

Adanya hubungan dan keterkaitan dengan kabupaten/kota lain membuat Kota 

Surakarta menjadi pusat dalam aktivitas manusia, utamanya pusat ekonomi 

perdagangan, sosial politik, budaya, hingga kebutuhan hunian. Hal tersebut 
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dibuktikan dalam penelitian perkembangan Kota Surakarta sebagai akibat dari 

pengaruh perubahan sosial pada bekas ibukota kerajaan di Jawa bahwa “Kota 

Surakarta yang dalam masa pra kasunanan berkarakteristik sebagai kota agraris 

tradisonal hingga masa reformasi yang membawa pengaruh besar terhadap tata 

ruang yang kapitalistik dan komersil sebagai wilayah industri dan permukiman di 

pusat kota” (Suci dan Nurhayati, 2010). Catatan sejarah tersebut memberi 

gambaran jelas bahwa Kota Surakarta mengalami perubahan fisik dari agraris 

menjadi industrial komersil yang memang menjadi ciri utama subuah kota. 

Pertumbuhan tersebut tentu didasari sebab adanya tingkat mobilitas dan urban yang 

tinggi yang kemudian meningkatkan kebutuhan akan tempat tinggal dan hunian 

sebagai kebutuhan pokok manusia, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah 

penduduk dan perubahan lahan untuk hunian yang setiap tahunnya terus bertambah 

dan tentu angka kepadatan penduduk terus meningkat. Adanya hal tersebut tentu 

menjadi tanda bahwa pekembangan fisik dalam bentuk hunian/tempat tinggal kota 

selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk Kota Surakarta yang 

perkembangannya melalui data pertumbuhan jumlah penduduk dan penggunaan 

lahan permukiman dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2. 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Surakarta (Jiwa) 

Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020 

Laweyan 88.614 88.947 89.254 89.547 88.524 

Serengan 44.950 45.119 45.275 45.424 47.778 

Pasar Kliwon 76.474 76.760 77.027 77.280 78.517 

Jebres 142.152 142.686 143.180 143.650 138.775 

Banjarsari 161.981 162.590 163.151 163.686 168.770 

Surakarta 514.171 516.102 517.887 519.587 522.364 

Sumber: BPS Kota Surakarta   

Tabel 1.1 Menunjukkan jumlah penduduk Kota Surakarta selama periode 

lima tahun yang terus mengalami peningkatan disetiap kecamatan, namun periode 

tahun 2020 Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Jebres memperlihatkan angka 
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penurunan jumlah penduduk yang cukup signifikan yaitu masing-masing 1.023 

Jiwa dan 4.875 Jiwa. Selama lima tahun Kecamatan Banjarsari menjadi kecamatan 

yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak sedangkan Kecamatan Serengan 

menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil. 

Tabel 1.2 Luas Lahan dan Peruntukan Permukiman Berdasarkan Kecamatan  

di Kota Surakarta (Km2) 

Surakarta Luas Lahan Permukiman (km2) 

Kecamatan 
Luas 

2016 2017 2018 2019 2020 
(km2) Presentase 

Laweyan 8,64 19,62% 5,68 5,68 5,70 5,70 5,72 

Serengan 3,19 7,24% 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 

Pasar Kliwon 4,82 10,95% 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 

Jebres 12,58 28,56% 7,27 7,28 7,29 7,29 7,29 

Banjarsari 14,81 33,63% 10,47 10,47 10,49 10,49 10,50 

Luas Total 44,04 100% 28,82 28,83 28,90 28,90 28,93 

Sumber: BPS Kota Surakarta  

Tabel 1.2. Menunjukkan luas lahan yang dimiliki Kota Surakarta sebesar 

44,04 km2 dengan presentase terbesar dimiliki Kecamatan Banjarsari yaitu 33,63% 

atau seluas 14,81 km2 dengan 10,50 km2 ditahun 2020 diperuntukkan sebagai lahan 

permukiman, sedangkan presentse terkecil dimiliki Kecamatan Serengan yaitu 

7,24% atau seluas 3,19 km2 dengan peruntukan permukiman sebesar 2,31 km2 dan 

belum mengalami penambahan dari tahun 2016. 

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sedangkan luas lahan yang 

tetap menjadikan angka kepadatan penduduk akan terus mengalami peningkatan. 

Penikatan tersebut tergambar dalam kebutuhan akan hunian tempat tinggal dimana 

keterbatasan akan ruang di daerah perkotaan membawa konsekuensi logis terhadap 

perkembangan permukiman, yang diartikan sebagai perluasan wilayah yang semula 

berupa ruang terbuka seperti sawah, rawa, lahan terbuka hijau dan lainnya berubah 

menjadi lahan permukiman. Konsekuensi lain adalah semakin tingginya harga 
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lahan sehingga memaksa penduduk memaksimalkan lahan yang ada untuk berbagi 

hingga muncullah pemadatan bangunan (densifikasi). Pemadatan bangunan 

menjadi salah satu bentuk dari perkembangan permukiman yang negative yang 

selanjutnya dapat memicu adanya deteriorisasi atau penurunan kualitas lingkungan 

permukiman yang jika tidak dibaregi dengan pembangunan dan penataan secara 

fisik akan mengakibatkan kekumuhan permukiman.  

Permukiman kumuh dapat diidentifikasi berdasarkan ciri fisik bangunan dan 

lingkungan permukiman maupun ciri sosial ekonomi kebudayaan. Ciri-ciri fisik 

bangunan dan lingkungan permukiman kumuh dapat dilihat dengan adanya tingkat 

kepadatan penduduk >1.250 jiwa/hektar dengan kepadatan bangunan mencapai 250 

unit rumah/hektar, ukuran bangunan kecil-kecil antara 25 m2, letak bangunan tidak 

teratur, kualitas bangunan, dan sanitasi yang buruk (Socki, 1993 dalam Rindarjono 

2012). Menyikapi hal tersebut untuk melihat adanya kekumuhan di Kota Surakarta 

berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Surakarta 

(Jiwa/Km2) 

Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020 

Laweyan 10.258 10.297 10.332 10.364 10.246 

Serengan 14.074 14.126 14.175 14.240 14.977 

Pasar Kliwon 15.882 15.941 15.997 16.033 16.290 

Jebres 11.298 11.341 11.380 11.419 11.031 

Banjarsari 10.937 10.998 11.016 11.052 11.396 

Surakarta 11.675 11.719 11.759 11.798 11.861 

Sumber: BPS Kota Surakarta  

Tabel 1.3 Menunjukkan selama periode lima tahun Kota Surakarta 

mengalami peningkatan kepadatan penduduk dari 11.675 Jiwa/Km2 ditahun 2016 

menjadi 11.861 Jiwa/Km2 ditahun 2020 atau bertambah sebanyak 186 Jiwa/Km2. 

Hal tersebut tidak terlihat banyak untuk periode lima tahun, namun kepadatan 

dinamis terjadi di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Banjarsari. 



5 
 

Tingkat kepadatan yang terdapat di Kota Surakarta jika tidak diiringi dengan 

adanya penataan ruang maka yang terjadi adalah wilayah pemukiman yang padat 

dan tidak beraturan. Melihat data statistik kependudukan Kota Surakarta dengan 

adanya teori kumuh Socki dalam Rindarjono dapat memberi arti bahwa, Kota 

Surakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi mencapai 11.000 

jiwa/km2 dan dapat memberi tanda awal bahwa permukiman kumuh memang 

adanya. Ciri kawasan kumuh di Kota Surakarta selain secara hitungan fisik tersebut 

juga ditandani dengan adanya fasilitas umum dan prasarana yang belum memadahi. 

Fasilitas umum dan prasarana lingkungan tidak direncanakan secara detail untuk 

kawasan permukiman karena pertumbuhan permukiman tersebut juga tidak 

berdasarkan kesesuaian penggunaan lahan. Saat tumbuhnya kawasan kumuh 

fasilitas yang ada juga tidak sesuai, yang dapat dilihat dengan adanya akses jalan 

yang sempit serta tidak tersedianya air bersih, jaringan drainase, dan pembungan 

sampah. Sirkulasi ruang yang terbatas dapat berdasarkan jarak antar bangunan yang 

bedekatan dengan kepadatan bangunan yang tinggi, selian itu banyak diantaranya 

rumah nonpermanent dan tidak layak huni, serta rentan terhadap bencana utamanya 

banjir (Muta’ali dan Nugroho, 2016). Perbandingan luas lahan, penggunaan lahan 

untuk permukiman dan serta luas permukiman kumuh di Kota Surakarta dapat 

dilihat pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4 Luas Lahan, Luas Permukiman, dan Luas Permukiman Kumuh  

Kota Surakarta tahun 2016 (Km2) 

Kecamatan 

Luas 

Lahan  

km2 

2016 

Luas 

Permukiman 

km2/% 

Luas  

Permukiman Kumuh  

km2/% 

Laweyan 8,64 5,68 65,74 0,40 7,04 

Serengan 3,19 2,31 72,41 0,40 17,31 

Pasar Kliwon 4,82 3,11 64,52 0,81 26,05 

Jebres 12,58 7,27 57,80 1,10 16,51 

Banjarsari 14,81 10,47 70,70 0,89 8,50 

Surakarta 44,04 28,84 65,44 3,60 12,83 

Sumber: BPS Kota Surakarta dan SK Walikota   
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Tabel 1.4. Menujukkan perbandingan presentase luas lahan peruntukan 

permukiman dan luas permukiman kumuh dengan presentse luasan lahan 

permukiman terbesar dimiliki Kecamatan Serengan yaitu 72,41% atau 2,31 km2  

dari total 3,19 km2  luas lahan yang dimiliki dan 17% dari luas permukimannya 

adalah kumuh. Kecamatan Jebres menjadi kecamatan yang memiliki peruntukan 

luas permukiman paling rendah yaitu 57,80% atau 7,27 km2 dati total 12,58 km2 

luas lahan yang dimiliki namun justru memiliki luas permukiman kumuh terbesar 

yaitu 1,2 km2  diantara lima kecamatan yang ada.  

Mengetahui jumlah penduduk dan luas lahan peruntukan permukiman yang 

menghasilkan kepadatan penduduk Kota Surakarta yang mengakibatkan adanya 

penurunan kualitas permukiman hingga menjadi kumuh, persebarannya di Kota 

Surakarta dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Persebaran Permukiman Kumuh Kota Surakarta Tahun 2016 

Sumber: Data Kawasan Kumuh Disperkim 

Persebaran permukiman kumuh yang terdapat di Kota Surakarta 

dikelompokkan menjadi 28 kawasan permukiman kumuh dengan luas dan tingkat 

kualitas kumuh yang berbeda. Perbedaan tersebut dilatarbelangi berbagai faktor, 

antara lain luas lahan, jumlah penduduk, jenis bangunan, lebar jalan, hingga variasi 

spasialnya yang dibedakan menjadi tiga yaitu kumuh bantaran sungai, kumuh 
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bantaran rel kereta api, hingga kumuh padat perkotaan yang dapat dilihat pada 

Gambar 1.2 dan Gambar 1.3. 

 
Sumber: Data Kawasan Kumuh Disperkim 

Gambar 1.2 Lokasi Permukiman Kumuh, Kawasan Rel KA Kadipiro  

Tahun 2016 

 
Sumber: Data Kawasan Kumuh Disperkim 

Gambar 1.3 Lokasi Permukiman Kumuh, Kawasan Mojosongo Tahun 2016 

Gambar 1.2. Menunjukkan lokasi kumuh Kawasan Rel Kadipiro yang 

berbentuk memanjang mengikuti bentuk lintasan rel dengan kondisi bangunan yang 

padat dan semi permanen, sedangkan Gambar 1.3. Menunjukkan lokasi Kawasan 

Mojosongo yang terdapat kepadatan bangunan, tidak lebarnya jalan, serta tidak 

adanya manajemen pembuangan sampah yang baik. 
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Pemerintah Kota Surakarta memiliki visi yang pada tahun 2015 terbebas dari 

kawasan kumuh, dalam mewujudkan hal tersebut sejak tahun 2006 pemerintah kota 

mengimplementasikan program penanganan kawasan kumuh dan peningkatan 

kualitas rumah layak huni slum and substandard house upgrading yang dilaksankan 

melalui Bapermas Kota Surakarta yang menargetkan adanya berbaikan kualitas 

rumah tidak layak huni sebanyak 5.512 unit dengan tujuan program untuk 

memberdayakan komunitas masyarakat berpengahsilan rendah yang hidup di 

lingkungan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar 

dan menstimulasi pemilik rumah yang tidak layak huni tersebut untuk berinvestasi 

dalam peningkatan kualitas rumahnya. (Muta’ali dan Nugroho, 2016). Program 

penanganan permukiman kumuh terus mengalami pembaharuan tahapan hingga 

system yang pada tahun 2015 dimulai dengan adanya program KOTAKU. Program 

yang berjalan dengan periode penargetan selama lima tahun yang dimulai dari tahun 

2016 – 2021 dan dijalankan mulai tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.5 

Tabel 1.5 Luasan Kumuh Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Ha) 

Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020 

Kumuh Awal 359,55 359,55 328,27 205,80 135,97 

Pengurangan 0 31,23 122,48 69,83 - 

Sisa Kumuh 359,55 328,27 205,79 135,97 - 

Sumber: Disperkim 

Tabel 1.5 Menunjukkan luas permukiman kumuh di Kota Surakarta yang 

mulanya tahun 2016 terdapat kawasan permukiman kumuh seluas 359,55 Ha 

seiring dengan adanya penanganana program KOTAKU mengalami pengurangan 

hingga menyisakan luas 135,97 Ha di tahun 2020 atau berkurang seluas 223,58 Ha 

selama periode empat tahun. 

Adanya perubahan dan perbaikan terhadap keberadaan permukiman kumuh 

tentu mempengaruhi perubahan struktur keruangan kota, Berkaitan dengan struktur 

kerungan kota (urban spatial structure) dengan menggunakan pendekatan 

ekologikal terdapat tiga teori besar yang dikembangkan pada periode waktu 1920 – 

1945 dan dikenal sebagai Traditional Models of Urban Structure, yaitu Teori 
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Konsentris oleh E.W Burgess, Teori Sektor oleh Hoyt, dan Teori Inti Ganda oleh 

Harris dan Ullmann. Berdasarkan letaknya menurut Burges dalam teori 

konsetrisnya, daerah kumuh biasanya menempati zona peralihan. Hal lain 

ditegaskan oleh Hoyt dalam teori sektoral dengan pendekatan pola sewa tempat 

tinggal yag cenderung bertempat pada harga sewa yang murah, serta Harris-Ullman 

dalam teori inti gandanya yang menyebutkan bahwa permukiman kumuh biasanya 

berada disekitar pusat-pusat industri dan perdagangan. Adanya hal tersebut 

menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “analisis 

perkembangan kualitas permukiman kumuh di Kota Surakarta” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana perkembangan permukiman kumuh di Kota Surakarta tahun 

2016 dan 2020? 

2. Bagaimana kualitas permukiman kumuh berdasarkan variasi spasial 

kawasan di Kota Surakarta tahun 2016 dan 2020? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis perkembangan permukiman kumuh di Kota Surakarta tahun 

2016 dan 2020 

2. Menganalisi kualitas permukiman kumuh berdasarkan variasi spasial 

kawasan di Kota Surakarta tahun 2016 dan 2020 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sumber data yang berkaitan dengan kualitas permukiman kumuh terbaru di 

Kota Surakarta,   

2. Melihat hasil pengaruh program pemerintah untuk kota tanpa kumuh di 

Surakarta, serta   

3. Referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan permukiman 

untuk masa studi strata satu 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Perkembangan Kota 

Menggunakan pendekatan morfologi kota dalam melihat 

perkembangan kota terdapat lima matra yang perlu dilihat keterkaitannya, 

yaitu matra settlement morphology, legal articulation, deliniasi administrasi, 

ekspresi keruangan, dan perembetan kenampakan fisik urban sprawl 

(Muta’ali dan Nugroho, 2016).  

Matra morfologi permukiman menyoroti eksistensi keruangan kota 

pada bentuk wujud daripada karakteristik. Smailes (1955) dan Conzen (1962) 

mengemukakan tiga hal yang sama terkait tiga unsur morfologi kota yaitu, (1) 

unsur-unsur penggunaan lahan (land use) sebagai yang paling dinamis 

berubah, (2) pola-pola jalan (street plan) yang paling jarang mengalami 

berubah, dan (3) tipe-tipe bangunan (architecture style), yang kemudian dari 

tiga unsur tersebut memunculkan istilah kenampakan kekotaan (town space). 

Conzen (1960) mengembangkan dua konsep terkait town space 

analysis, yaitu: (1) konsep siklus per plot (the burgage cycle concept) dimana 

tiap plot yang ada ditelusuri perkembanganya melalui tahap – tahap mulai 

dibangun gedung, mulai penuh dengan gedung, tak memungkinkan dibangun 

gedung, dan tahap kemerosotan. (2) konsep pengenalan batas – batas 

karakteristik zona (the fixation line concept), dimana daerah terbangun (urban 

built-up land) merupakan garis yang jelas untuk mengamati bagaimana 

percepatan perembetan kota ke arah luar, diluar daerah terbangun terdapat 

zona pinggiran (fringe zone) yang menjadi fungsi kota dan menunjukkan 

sebagai zona peralihan desa-kota, dan ciri tersebut menujukkan adanya 

perluasan perkotaan (urban sprawl) yang berhenti yang berarti jika 

pertumbuhan kota berlanjut maka ciri-ciri pinggiran tidak lagi berada di 

daerah pinggiran tetapi berada ditengah daerah terbangun. 

Adapun faktor – faktor pendukung perkembangan kota terbagi dalam: 

(Muta’ali dan Nugroho, 2016) 
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a. Faktor geografis, berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan 

kemampuan berkembangnya suatu kota.  

b. Faktor demografis, meliputi jumlah penduduk yang berkemampuan dan 

berketerampilan produktif. 

c. Faktor kemudahan pelayanan, dalam berbagai bidang dan sektor. 

d. Faktor ketataruangan perkotaan, yang meliputi ketersediaan, 

perencanaan, dan pemanfaatan tata ruang kota. 

 

B. Konsepsi Permukiman Kumuh 

I. Permukiman 

Permukiman adalah kelompok satuan-satuan tempat tinggal atau 

kediaman manusia yang mencangkup fasilitas seperti bangunan rumah, jalur 

jalan, dan fasilitas lain yang digunakan sebagai sarana pelayanan manusia 

tersebut (Finch, 1957 dalam Nugroho, 2010). 

Permukiman manusia adalah semua bentukan secara buatan maupun 

secara alami dengan segala perlengkapannya, yang dipergunakan oleh 

manusia baik secara individual maupun kelompok, untuk bertempat tinggal 

sementara maupun menetap, dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya 

(Yunus, 1996 dalam Rindarjono, 2012). 

Permukiman tidak sama dengan perumahan. Permukiman merupakan 

lingkungan tempat tinggal manusia sekaligus berfungsi sebagai pendukung 

perikehidupan dan penghidupan para penghuninya, sedangkan perumahan 

lebih tepat didefinisikan sebagai sekelompok atau sekumpulan rumah yang 

menjadi bagian dari permukiman dan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal 

bagi para penghuninya dan tidak merangkap sebagai tempat mencari nafkah 

(Muta’ali dan Nugroho, 2016) 

Berdasarkan telaah teori tersebut, permukiman dalam penelitian ini 

diartikan sebagai satuan dari tempat tinggal manusia atau perumahan-

perumahan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung yang 

memadahi untuk kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupannya. 
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II. Permukiman Kumuh 

Permukiman kumuh menurut UU No. 1 tahun 2011 tentang perumahan 

dan kawasan permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman tidak 

layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan 

yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak 

memenuhi syarat. 

Kawasan kumuh merupakan bagian kota yang terabaikan sehingga 

mengakibatkan perumahan dan kondisi kehidupan masyarakatnya berada 

dalam status miskin. Kawasan ini dapat terletak di tengah kota dengan 

kepadatan yang tinggi atau terbangun secara spontan di pinggir kota (LCAAP 

dalam Muta’ali dan Nugroho, 2016). 

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian 

masyarakat kawasan sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang 

ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, 

kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, 

sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, 

serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Kawasan kumuh adalah kawasan 

yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik 

secara teknis maupun nonteknis (Suparlan, 2004 dalam Rindarjono, 2012) 

Berdasarkan telaah teori tersebut, kawasan permukiman kumuh dalam 

penelitian ini diartikan sebagai blok permukiman masyarakat yang padat yang 

dicirikan dengan sarana prasarana yang kurang bahkan tidak memadahi untuk 

kegiatan manusia karena hunia terbangun tidak dengan rencana. 

C. Kriteria dan Tipologi Permukiman Kumuh 

Menurut Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan 

dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh, Bab III Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh sebagai berikut: 
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1) Kriteria perumahan dan permukiman kumuh merupakan kriteria untuk 

menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman, 

yang ditinjau dari: 

 Bangunan; ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan 

tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, dan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan. 

 Jalan Lingkungan; jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh 

lingkungan perumahan atau permukiman, dan kualitas permukaan 

jalan lingkungan buruk. 

 Penyediaan Air Minum; ketidaktersediaan akses aman air minum, dan 

tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai 

standar ynag berlaku. 

 Drainase Lingkungan; drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan 

limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, 

ketidaktersediaan drainasae, tidak terhubung dengan system drainase 

perkotaan, tidak terpelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat 

dan cair di dalamnya, dan kualitas konstruksi drainase lingkungan 

buruk. 

 Pengelolaan Air Limbah; sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai 

dengan standar teknis yang berlaku, dan prasarana dan sarana 

pengelola air limbah setempat tidak memenuhi persyaratan teknis. 

 Pengelolaan Persampahan; prasarana dan sarana persampahan tidak 

sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan 

tidak memenuhi persyaratan teknis, dan tidak terpelihara sarana dan 

prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran 

lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah mapun 

jaringan drainase. 

 Proteksi Kebakaran; prasarana proteksi kebakaran, dan sarana 

proteksi kebakaran. 
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2) Tipologi perumahan dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan 

berdasarkan letak lokasi secara geografis, yang terdiri dari: 

 Perumahan dan permukiman kumuh tepi air 

 Perumahan dan permukiman kumuh dataran, dan 

 Perumahan dan permukiman kumuh perbukitan 

Adapun berdasarkan SK Walikota No. 038/97-C/1/2014 dalam 

Dokumen RKPKP Surakarta tahun 2015, tipologi kumuh Kota Surakarta 

terdiri dari: 

 Permukiman kumuh bantaran sungai, 

 Permukiman kumuh sepanjang rel kereta api, dan 

 Permukiman kumuh padat perkotaan. 

D. Faktor Perkembangan Permukiman Kumuh 

Letak dan ketersediaan lahan menjadi bagian dalam proses 

perkembangan kualitas permukiman kumuh dari kelompok faktor geografi, 

dimana hal tersebut disebabkan adanya mobilitas penduduk yang dipengaruhi 

oleh gerakan sentrifugal dan sentripetal. Gerakan tersebut mengacu pada teori 

kekuatan dinamis (dynamic forces theory) milik Colby (1933) yang 

disebabkan adanya kekuatan penarik dan pendorong yang sifanya berlawanan 

dan ditekankan pada daerah kota yang bersifat monosentrik atau daerah 

pinggiran tidak mempengaruhi, namun oleh (Yunus, 2001 dalam Rindarjono, 

2012) ditemukan kembali adanya kompleksitas gerakan yang lebih banyak 

dibandingkan hanya dua faktor tersebut. Hasil penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa, gerakan sentrifugal (menuju ke daerah pinggir kota) 

terdiri dari: (1) gerakan dari daerah inti kota menuju daerah pinggiran kota, 

(2) gerakan di selaput inti kota menuju pinggiran kota, (3) gerakan dari daerah 

pinggiran kota yang terletak lebih dekat ke pusat kota menuju pinggiran kota 

yang lebih jauh, dan (4) gerakan dari daerah pinggiran kota menuju ke daerah 

pedesaan. Kekuatan penarik sentrifugal disebabkan oleh adanya ketersediaan 

lahan yang masih luas, ketersediaan lahan yang harganya masih murah, 

ketersediaan lahan yang menguntungkan untuk investasi, ketersediaan lahan 

yang menyediakan suasana kehidupan yang lebih nyaman, dan kedekatan 



15 
 

dengan tempat kerja. Gerakan sentripetal (menuju ke daerah perkotaaan) 

terdiri dari: (1) gerakan dari daerah pedesaan menuju ke daerah perkotaaan, 

(2) gerakan dari daerah pedesaan menuju ke daerah pinggiran kota, (3) 

gerakan dari daerah pinggiran kota menuju daerah perkotaan, dan (4) gerakan 

dari daerah pinggiran kota menuju ke daerah pinggiran kota yang lebih dekat 

dengan kota. Kekuatan penarik sentripetal disebabkan oleh adanya, kedekatan 

dengan tempat kerja, investasi, dan kedekatan dengan fasilitas. Adapun selain 

hal tersebut, dalam mobilitas permukiman (residential mobility) milik Turner 

(1968) terdapat empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu: tingkat 

pendapatan (income), gaya hidup (life style), kepemilikan rumah (housing), 

dan lokasi tempat tinggal (location) yang berkaitan dengan lama urbanit 

bertempat tinggal. Terbentuknya permukiman kumuh berasosiasi dengan 

“area of poverty, degradation, and crime” karena adanya deteriorisasi 

lingkungan permukiman yang menjadi pemicu adanya permukiman kumuh 

(Yunus, 2000).  

Penyebab perkembangan permukiman kumuh dikelompokkan dalam 

tiga faktor, yaitu: faktor ekonomi, faktor geografi, dan faktor psikologis 

(Rindarjono, 2012). Faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan 

permukiman kumuh juga dapat berbeda pada setiap spasial kawasannya, 

faktor prioritas kawasan kumuh bantaran sungai dipengaruhi oleh 

ketersediaan lahan perkotaan, tata ruang kota, dan status kepemilikan lahan, 

kawasan kumuh padat perkotaan dipengarui oleh ketersediaan lahan 

perkotaan, tata ruang kota, dan ekonomi, sedangkan kawasan kumuh 

sepanjang rel kereta api dipengaruhi oleh status kepemilikan lahan, ekonomi, 

dan tata ruang kota (Krisandriyana, dkk 2019). 

Berdasarkan telaah teori tersebut, faktor perkembangan permukiman 

kumuh dalam penelitian menitikberatkan pada faktor geografi (letak lahan 

dan ketersediaan lahan, serta mobilitas permukiman) sebagai faktor utama 

adanya pertumbuhan dan perkembangan permukiman kumuh di Kota 

Surakarta 
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E. Proses Perkembangan Permukiman Kumuh 

Proses dalam perkembanagn permukiman kumuh dapat dibedakan 

menjadi dua tipe, yaitu instantaneous yang berjalan dalam waktu yang 

singkat dan dalam jumlah yang besar, sedangkan infiltration berjalan dengan 

lambat namun terus-menerus, (Bourne, 1981 dalam Rindarjono, 2012) 

Indonesia dalam proses perkembangannya umumnya lebih kepada tipe 

infiltration yang dibagi menjadi: 

1) Proses Penuaan (ageing process): proses penurunana kualitas bangunan 

karena faktor umur bangunan yang semakin tua, rapuh, serta kondisi 

yang makin memburuk sehingga menciptakan lingkunganm kumuh 

2) Proses Pemadatan (densification process): proses pertambahan 

penduduk menyebabkan kebutuhan akan runag umum tempat tinggal 

semakin meningkat dan adanya kecenderungan untuk menempati 

lahan- lahan kosong yang ada. Proses ini berjalan terus menerus hingga 

tidak ada lahan kosong yang tersisa dan kecenderungan yang terjadi 

adalah semakin berdesakannya rumah mukim dan tidak lagi 

menyisakan ruang kosong. 

F. Program Penanganan Permukiman Kumuh 

Program penanganan permukiman kumuh di Indonesia sudah beberapa 

kali berlangsung, dimulai dari tahun 1969 dengan Program Kampung 

Improvement Program (KIP) yang saat itu bertujuan meningkatkan kondisi 

fisik lingkungan perumahan kampung melalui pembangunan dan perbaikan 

infrastruktur yang sasaranya adalah masyarakat miskin, hingga saat ini yang 

sedang berjalan adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). 

Program Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direktoral 

Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan 

mendukung “Gerakan 100-0-100” yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 

persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak yang 

pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, 
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pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya 

dengan memposisikan masyarakat dan peerintah kabupaten/kota sebagai 

pelaku utama. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses 

terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan 

dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk 

mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, 

dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui 

kegiatan: 

a. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala 

lingkungan maupun skala kawasan, 

b. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta, 

c. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) 

masyarakat. 

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman 

kumuh, dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, 

(d) pemantauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan 

secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah 

kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder). Disadari 

bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh 

berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip 

bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan 

kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam 

pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) 

lingkungan dan sosial (environment and social safeguard). Sumber 

pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan 

pemerintah (World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB 

dan Islamic Development Bank-IsDB). Berdasarkan kebutuhan total 

pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah (Loan) sekitar 

45%. 
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Permasalahan penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kota 

Surakarta masih berhadapan dengan banyaknya perumahan dan permukiman 

kumuh. Merujuk identifikasi pada 2016, masih ada 3,56 Km2 wilayah kumuh 

di Surakarta yang tersebar di lima kecamatan dan 51 kelurahan (SK Wali Kota 

Surakarta Nomor: 413.21/38.3/1/2016). Atas dasar itulah Pemkot Surakarta 

bersama Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menyusun rencana aksi 

penanganan kumuh yang dituangkan dalam Rencana Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota 

Surakarta. Penanganan kumuh ini melibatkan berbagai instansi Pemkot 

Surakarta yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan 

masyarakat. Adapun program penanganan permukiman kumuh di Indonesia 

dari masa ke masa dapat dilihat pada Tabel 1.6 

Tabel 1.6 Ringkasan Program Penaganan Kawasan Permukiman Kumuh di 

Indonesia dari Masa ke Masa 

Tahun Nama Program Karakteristik Pendekatan 

1969 Kampung 

Improvement 

Program (KIP) 

Bertujuan meningkatkan 

kondisi fisik lingkungan 

perumahan kampung melalui 

pembangunan dan perbaikan 

infrastruktur 

Perbaikan 

lingkungan 

permukiman kota 

yang mayoritas 

penghuninya 

masyarakat miskin 

kota 

1999 Program 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

Perotaan (P2KP) 

Bertujuan memfasilitasi 

masyarakat serta pemerintah 

daerah agar mampu 

menangani akar penyebab 

kemiskinan secara mandiri 

dan berkelanjutan 

Pemberdayaan 

masyarakat dan 

pelaku pembangunan 

lokal lainnya, 

termasuk pemerintah 

daerah dan kelompok 

peduli setempat 

2000 Program 

Pembangunan 

Perumahan 

Bertumpu Pada 

Kelompok (P2BPK) 

Bertujuan membantu dan 

mendorong masyarakat 

berpenghasilan rendah untuk 

berdaya dan aktif mengatasi 

permasalahan perumahan dan 

permukiman 

Masyarakat yang 

membetuhkan rumah 

diajak untuk 

membentuk 

kelompok bersama 

guna membahas 

rencana yang 

diharapkan 

2001 Program Penerapan 

Pembangunan 

Perumahan Dan 

Daerah Pada 

Bertujuan menguji  

kelayakan mekanisme 

keuangan perumahan 

berdasrkan tingkat bunga 

Masyarakat adalah 

pelaku utama dalam 

perencanaan – 

pengembangan 
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Prakarsa Komunitas 

Masyarakat 

(P3DPK)/ 

Co-Bild 

pasar untuk memenuhi 

permintaan layak huni bagi 

masyarakat miskin 

dengan dana 

pinjaman 

2006 Neighborhood 

Upgrading And 

Shelter Sector 

Project (NUSSP) 

Bertujuan memperbaiki 

lingkungan kumuh desa/kota 

melalui kemitraan antara 

pemerintah-swasta-

masyarakat 

Pemberdayaan 

masyarakat, bukan 

hanya sebatas 

penyaluran dana 

2008 Slum Alleviation 

Policy And Action 

Plan (Sapola)/ 

Oleh Bappenas 

Bertujuan mendayagunakan 

pemerintah daerah dalam 

peningkatan kualitas hidup 

dengan status lahan yang 

diakui 

Partisipasi pembuat 

kebijakan 

2008 Program Nasional 

Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perkotaan/  

Oleh kementerian 

pekerjaan umum 

Bertujuan membantu 

percepatan penanggulagan 

kemiskinan, meningkatkan 

pembangunan kawasan 

permukiman secara terpadu 

Pembangunan 

berkelompok 

2010 Program PLP2K-BK Bertujuan mewujudkan 

lingkungan permukiman dan 

perumahan yang layak 

melalui  efektivitas dan 

efisiensi perencanaan dan 

penanganan 

Penanganan kawasan 

kumuh berbasis 

kawasan sebagai 

upaya yang 

berkelanjutan 

2011 Program 

Pengembangan Kota 

Hijau (P2KH) 

Bertujuan mengembangkan 

perkotaan dengan konsep 

mengadopsi prinsip 

perencanaan kota yang 

progresif, implementatif, dan 

berkelanjutan. 

Standar lingkungan 

hijau dengan atribut 

green dalam 

planning and design, 

open space, waste, 

transportation, 

water, energy, 

building, and 

community  

2015 Program Kota 

Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) 

Bertujuan meningkatkan 

akses terhadap infrastruktur 

dan pelayanan dasar di 

permukiman kumuh 

perkotaan dan mencegah 

timbulnya permukiman 

kumuh baru dalam rangka 

untuk mendukung 

terwujudnya permukiman 

perkotaan yang layak huni, 

produktif, dan berkelanjutan 

Gerakan  

“100-0-100” yaitu 

100 persen akses air 

minum layak, 0 

persen permukiman 

kumuh, dan 100 

persen akses sanitasi 

layak 

Sumber: Muta’ali dan Nugroho 2015, Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang 2016 

 

 



20 
 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terhadap permukiman kumuh menjadi kajian yang akan terus 

berkembang setiap waktu, utamanya di Kota Surakarta. Hal tersebut dapat ditinjau 

dari berbagai peneliti dan beberapa wilayah yang diteliti ke Kota Surakarta. 

Dahroni, (2008) dalam melihat perubahan dan persebaran permukiman kumuh 

yang memfokuskan pusat penelitiannya di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

tahun 2001-2005 menganalisisnya dalam segi keruangan, dengan metode analisis 

tetangga terdekat penelitian tersebut menghasilkan pola persebaran acak tahun 

2001 dan menunjukkan perubahan pola persebaran mengelompok tahun 2005 

dengan bersebarannya terjadi pada lahan-lahan kosong  milik negara. 

Mayangsari, (2012) untuk membuktikan kualitas permukiman di 

Kecamatan Pasar Kliwon dengan metode skoring menghasilkan fakta bahwa 

terdapat kualitas yang berbeda dalam satu kecamatan dimana lingkungan yang 

berada  bukan dibantaran sungai lebih baik kualitasnya daripada yang berada 

dibantaran sungai, hal tersebut juga didukung dengan adanya faktor tingkat 

pendidikan dan pendapatan yang mempengaruhi keberadaan permukiman 

tersebut. 

Hal tersebut dibuktikan kembali oleh Krisandriyanan, dkk (2019) dalam 

menemukan faktor yang mempengaruhi keberadaan  kawasan permukiman di 

Kota Surakarta, penelitian tersebut lebih luas kawasannya dengan menggunakan 

metode AHP menghasilkan faktor utama dalam kawasan permukiman kumuh 

berbeda dalam setiap variasi spasialnya, dimana kawasan permukiman kumuh 

bantaran sungai faktor utamanya (lahan perkotaan, tata ruang, status kepemilikan 

bangunan), kawasan permukiman kumuh padat perkotaan faktor utamanya (lahan 

perkotaan, tata ruang, ekonomi), dan kawasan permukiman kumuh sepanjang rel 

kereta api faktor utamanya (status kepemilikan bangunan, ekonomi, tata ruang). 

Kasus permukiman kumuh di kota lain juga dibuktikan oleh Riezkya, (2017) 

dalam Analisis Persebaran Kualitas Permukiman Kumuh di Kecamatan Bekasi 

Barat Kota Bekasi, dengan metode pengharkatan dan menanfaatkan SIG 

didapatkan hasil bahwa persebaran permukiman kumuh terbadi dalam 4 kelas, 
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dimana presentase kumuh berat (0.53%), kumuh sedang (17.14%), kumuh ringan 

(12.94%), dan tidak kumuh (69.39%) dan faktor yang mempengaruhinya adalah 

tata ruang yang tidak sesuai, kondisi jalan dan lingkungan yang buruk, ruang 

kosong yang terbatas, bangunan padat – bukan permanen, potensi sosial ekonomi 

tinggi, dan daya dukung masyarakat rendah.  

Adanya penelitian sebelumnya dan program – program penanganan yang 

sudah terjadi maupun sedang berjalan menjadikan penelitian ini ingin 

membuktikan seperti apa perkembangan kualitas permukiman kumuh di Kota 

Surakarta dengan teknik skoring  yang membagi dalam 3 kualitas kumuh, yaitu 

kumuh berat, sedang, dan/atau ringan.
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Tabel 1.7 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

2008,  

Dahroni 

Analisis Keruangan 

Terhadap Perubahan 

dan Persebaran 

Permukiman Kumuh di 

Kecamatan Banjarsari 

Kota Surakarta Tahun 

2001-2005 

1. Mengetahui perubahan 

pola distribusi dari 

penjalaran (diffusi) 

permukiman 

2. Mengetahui bentuk 

perubahan penggunaan 

lahan yang tergantikan 

untuk kawasan 

permukiman 

3. Mengetahui karakteristik 

dari penghuni 

permukiman kumuh 

 Survey 

 Analisis tetangga 

terdekat 

 Analisis tabel 

frekuensi 

1. Tahun 2001 menunjukkan pola persebaran 

acak, tahun 2005 menunjukkan pola 

persebaran mengelompok. 

2. Terjadi pada lahan – lahan kosong milik 

negara (Bantaran Sungai Pepe, Sungai 

Anyar, depan Terminal Induk Bus 

Tirtonadi, sepanjang Rel Kereta Api 

Stasiun Balapan yang menuju ke arah 

timur, kawasan Monumen Banjarsari) 

dengan luas lahan tergantikan sebesar 

25,639 hektar. 

3. 91% responden usia produktif; 57% 

psnduduk pendatang; 22,81% berasal dari 

wilayah Kabupaten Sragen; 73,68% 

domisili hinterland; 55% penghuni tidak 

sekolah – tidak tamat SLTP (kategori 

tingkat pendidikan rendah); 82% pekerjaan 

pada sektor informal; 52% jumlah anggota 

keluarga adalah 1 - < 5 orang; 60% 

pendapatan total keluarga adalah 

Rp150.000 - < Rp 716.666. 
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Tabel 1.7 Ringkasan Penelitian Sebelumnya (lanjutan) 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

2012, 

Margareth 

Mayangsari 

Kualitas Permukiman 

di Kecamatan Pasar 

Kliwon Kota Surakarta 

1. Mengetahui perbedaan 

kualitas lingkungan 

2. Mengetahui hubungan 

antara kualitas dengan 

pendapatan rumah 

tangga 

3. Mengetahui faktor yang 

paling berpengaruh 

terhadap kualitas 

lingkungan 

 Survei 

 Skoring 

 Statistic 

deskriptif 

 Analisis 

kuantitatif 

1. Lingkungan permukiman yang berada 

bukan dibantaran sungai lebih baik dari 

pada yang berada dibantaran sungai 

2. Semakin tinggi pendapatan semakin tinggi 

kualitas permukiman 

3. Faktor yang paling berpengaruh terhadap 

kualitas permukiman adalah tingkat 

pendidikan dan pendapatan rumah tangga 

2017,  

Rieke Ariyanti 

Analisis Perkembangan 

Permukiman di 

Kecamatan Laweyan 

Tahun 2006 – 2015 

1. Mengetahui persebaran 

perkembangan 

permukiman  

2. Mengetahui pola 

persebaran 

perkembangan 

permukiman 

3. Faktor – faktor yang 

mempengaruhi 

perkembangan 

permukiman 

 Metode 

deskriptif 

tetangga terdekat 

 Cluster 

proportional 

random 

sampling 

1. Persebaran perkembangan permukiman 

dipengaruhi oleh tiga penggunaan lahan 

berupa persawahan, lahan kosong, dan 

perluasan permukiman 

2. Pola persebaran perkembangan 

permukiman mengelompok 

3. Faktor yang mempengaruhi, pertumbuhan 

penduduk, aksesibilitas dan transportasi, 

dan lingkungan pusat kegiatan 
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Tabel 1.7 Ringkasan Penelitian Sebelumnya (lanjutan) 

2017, 

Riezkya Syafitri  

Analisis Persebaran 

Kualitas Permukiman 

Kumuh di Kecamatan 

Bekasi Barat, Kota 

Bekasi 

1. Mengidentifikasi 

persebaran kualitas 

permukiman kumuh di 

Kecamatan Bekasi Barat, 

Kota Bekasi 

2. Menganalisis faktor – 

faktor yang paling 

mempengaruhi per-sebaran 

permukiman di Kecamatan 

Bekasi Barat, Kota Bekasi 

 Survei, dengan 

pendekatan 

analisis SIG 

 Kuantitatif 

(metode 

pengharkatan) 

1. Peta persebaran kualitas permukiman 

kumuh yang terbagi menjadi 4 kelas 

yaitu kumuh berat (0.53%), kumuh 

sedang (17.14%), kumuh ringan 

(12.94%), dan tidak kumuh (69.39%). 

2. Faktor tata ruang yang tidak sesuai, 

kondisi jalan dan lingkungan yang 

buruk dengan jalan yang sempit <1.5 

m, ruang kosong yang terbatas, 

bangunan padat – bukan permanen, 

padat penduduk, potensi sosial 

ekonomi tinggi, dan daya dukung 

masyarakat yang rendah. 

2019,  

Maresty 

Krisandriyanan, 

Winny Astuti, 

Erma Fitriarini  

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Keberadaan Kawasan 

Permukiman Kumuh di 

Surakarta 

1. Mengetahui faktor utama 

atau faktor dominan yang 

mempengaruhi keberadaan 

kawasan permukiman 

kumuh di Surakarta 

 Deduktif  

 Survey 

 Teknik AHP 

 Analisis 

kuantitatif 

1. Kawasan Permukiman Kumuh 

Bantaran Sungai (lahan perkotaan, 

tata ruang, status kepemilikan 

bangunan) 

2. Kawasan Permukiman Kumuh Padat 

Perkotaan (lahan perkotaan, tata 

ruang, ekonomi) 

3. Kawasan Permukiman Kumuh 

Sepanjang Rel KA (status 

kepemilikan bangunan, ekonomi, tata 

ruang) 
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Tabel 1.7 Ringkasan Penelitian Sebelumnya (lanjutan) 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

2020, 

Maulya Zulis 

Rahmawati 

Analisis Perkembangan 

Kualitas Permukiman 

Kumuh di Kota 

Surakarta 

1. Mengetahui 

perkembangan 

permukiman kumuh di 

Kota Surakarta tahun 

2016 dan 2020 

2. Mengetahui kualitas 

permukiman kumuh 

berdasarkan variasi 

spasial kawasan di Kota 

Surakarta tahun 2016 

dan 2020 

 Stratified- 

proporsional 

random 

sampling 

 Digitasi 

 Skoring 

- 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Kerangka Penelitian 

Sumber: Penullis, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkotaan 

Geografis Kota Demografis Kota 

Pertumbuhan Penduduk Perkembangan Metropolis 

Daya Tarik Perkotaan 

Keterbatasan 

Lahan Kota 

Kebutuhan Tempat 

Tinggal Meningkatan 

Mobilitas Penduduk 

Deteriorientasi Lingkungan 

Permukiman Kumuh 

Keterangan: 

: Keterkaitan  

: Sebab - Akibat  
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1.7 Batasan Operasional 

Perkembangan adalah perubahan suatu hal yang dapat dilihat secara nyata 

baik kuantitas ataupun kualitasnya dalam keadaan yang lebih baik ataupun 

buruk 

Kualitas adalah ukuran yang memiliki standar ketetapan untuk membedakan 

suatu tingkatan 

Permukiman adalah semua bentukan secara buatan maupun alami dengan 

segala perlengkapannya yang dipergunakan oleh manusia baik secara individu 

maupun kelompok untuk bertempat tinggal sementara maupun menetap yang 

didalamnya terdapat semua sarana dan prasarana penunjang kehidupan 

penghuninya (Muta’ali dan Nugroho, 2016) 

Kumuh adalah tercemar atau kotor, untuk lingkungan atau wilayah (KBBI) 


